
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lernbaran Negara 
Republik [ndonesia Nomor 4279); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang 
Perusahaan Daerah (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2387); 

2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam 
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nornor 1092); 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahuri 1945; 

Menimbang : bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kota 
Medan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah 
Pasar Kota Medan [Lernbaran Daerah Kota Medan 
Tahun 2014 Nomor 10) perlu membentuk Peraturan 
Walikota tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota 
Medan Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Perusahaan Daerah 
Pasar Kota Medan; 

WALIKOTA MEDAN, 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

PELAKSANAAN 
PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 10 TAHUN 2014 

TENTANG PERUSAHAAN DAERAH PASAR KOTA MEDAN 

TENT ANG 

PERATURAN WALIKOTA MEDAN 
NOMOR 46 TAHUN 2014 - 

PEMERINTAH KOTA MEDAN 
SEKRETARIAT DA.ERAtt KOTA 

Jalan Kapten Maulana Lubis No. 2 Telepon : 451 2412 
MEDAN~20112 



19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 
tentang Kepengurusan Sadan Usaha Milik Daerah; 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 
tentang Bentuk Hukurn Sadan Usaha Milik Daerah; 

17. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 1 Tahun 1984 
tentang Tata Cara Pembinaan Dan Pengawasan 
Perusahaan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah; 

i 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nornor 123> Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

15. Peraturan Pernerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang 
Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Tahuri 2007 Nomor 112, 
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4761 }; 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tarnbahan Lernbaran 
Negara Republik fndonesia Nomor 4737); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahu n 2006 Nomor 20> 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pernerintah Nomor 6 
Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik 
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4855); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pernerintah Daerah (Lembaran Negara Repu blik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

11. Peraturan Pernerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); r 
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Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN 
PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 10 
TAHUN 2014 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH PASAR 
KOTA MEDAN, 

MEMUTUSKAN: 

29. Peraturan Daerah Kota Medan Nornor 10 Tahun 2014 
tentang Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan 
(Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2014 Nomor 10); 

28. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2009 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 4); 

27. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2009 
tentang Urusan Pernerintahan Kota Medan (Lembaran 
Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 2); 

26. Peraturao Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2009 
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran 
Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan 
Lembaran Daerah Kota Medan Nomor l); 

25. Peraturan Menteri. Dalarn Negeri Nomor 1 Tahun 2014 
tentang Pembentukan Produk Hukurn Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 
tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah 
Daerah; 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahuri 2009 
tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah; 

22. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 17 Tahun 2007 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik 
Daerah; 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nornor 310); 

20. Keputusan Menteri DaJam Negeri Nomor 43 Tahun 2000 
tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah 
Dengan Pihak Ketiga; 
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• 

SERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2014 NOMOR ,JE 
( 

SEKRE~AERAH KOTA MEDAN, 

_.,.,.,-. 
SY AIFUL BAHRJ 

Diundangkan di Medan 
pada tanggal 1 Desen"cl: €X 2C14 

DZULMI ELDIN S 

ttd 

W ALIKOTA MEDAN, 

Ditetapkan di Medan 
pada tanggal 1 DesEIIlbeJ.' 2014 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota 
Medan. 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 3 

Hal-hal yang menyangkut teknis pelaksanaan Peraturan Daerah Kota 
Medan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Pasa.r Kota 
Medan lebih lanjut d.iatur dengan Peraturan Walikota. 

Pasal 2 

Pelaksanaan Peraturan Oaerah. Kota Medan Nomor 10 Tahun 2014 
tentang Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan diserahkan kepada 
Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan. 

, 
f 

Pasal 1 
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